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Customary law plays a vital role in resolving environmental disputes 

in customary forest areas, which are often focal points of conflict 

among indigenous communities, the government, and private 

companies. This study aims to explore the effectiveness of customary 

law in resolving environmental disputes, identify challenges in its 

implementation, and provide recommendations for strengthening 

customary law in the future. Using a qualitative approach and 

ethnographic methods, this research collected data through in-depth 

interviews, participatory observations, and document analysis in 

several customary forest areas in Kalimantan and Sumatra. The 

results reveal that 75% of disputes were resolved through customary 

deliberation mechanisms, reflecting the restorative justice values 

and collectivism of indigenous communities. However, the 

implementation of customary law faces significant challenges, 

including a lack of formal recognition by the government, global 

economic pressures, and limited supporting infrastructure. 

Indigenous communities expressed high satisfaction with customary 

law, which they perceive as more aligned with local values compared 

to formal legal systems. This research contributes by highlighting the 

importance of formal recognition and integration of customary law 

into the national legal framework without compromising local 

autonomy. The findings align with international studies showing that 

recognition of customary law can enhance conflict management and 

environmental conservation. The implications of this study 

emphasize the need to strengthen customary law recognition through 

policy reforms and the use of technologies such as GIS and 

blockchain to document indigenous claims. Thus, this study provides 

a foundation for policymakers to prioritize strengthening customary 

law as a sustainable mechanism for resolving environmental 

disputes.  
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I. INTRODUCTION 

Lingkungan hidup merupakan elemen vital yang menopang keberlangsungan hidup manusia dan 

makhluk hidup lainnya. Namun, berbagai bentuk eksploitasi sumber daya alam telah menyebabkan 

degradasi lingkungan yang signifikan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Indonesia, 

dengan keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan yang luas, menghadapi tantangan besar dalam 

pengelolaan dan pelestarian lingkungan. Salah satu isu kritis adalah konflik yang muncul akibat aktivitas 
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seperti pembukaan lahan, eksploitasi tambang, dan perambahan hutan. Dalam konteks ini, penyelesaian 

sengketa lingkungan menjadi perhatian utama, terutama karena dampaknya yang meluas pada 

masyarakat adat dan lingkungan itu sendiri. Masyarakat adat di Indonesia memiliki kearifan lokal dan 

sistem hukum adat yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekologi selama berabad-abad. 

Hukum adat ini seringkali lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa di tingkat komunitas 

dibandingkan mekanisme formal. Meski demikian, hukum adat sering kali kurang diakui dalam 

kerangka hukum nasional, menyebabkan potensi konflik antara hukum adat dan hukum negara. Dengan 

meningkatnya kesadaran akan pentingnya kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan, kajian tentang 

implementasi hukum adat menjadi semakin relevan. 

Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan beragam sistem hukum adat yang unik. Sistem 

ini mencerminkan interaksi harmonis antara manusia dan lingkungan, yang seringkali berbasis pada 

nilai-nilai keberlanjutan dan keadilan. Di kawasan hutan adat, seperti di Kalimantan, Papua, dan 

Sumatra, masyarakat adat memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan fungsi 

ekosistem (Rathoure & Kumar, 2024; Sharma & Birman, 2024). Dalam beberapa kasus, hukum adat 

telah berhasil menyelesaikan sengketa lingkungan dengan pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan 

berbasis komunitas. Misalnya, penyelesaian sengketa tanah adat melalui ritual adat dan mediasi 

tradisional sering kali dianggap lebih adil oleh komunitas setempat dibandingkan dengan jalur 

pengadilan formal (Nafi et al., 2016; Seke et al., 2024). Namun, pengakuan dan pelaksanaan hukum adat 

dalam penyelesaian sengketa lingkungan masih menghadapi banyak kendala, termasuk minimnya 

pengakuan hukum oleh negara, tumpang tindih regulasi, dan tekanan ekonomi global. Penelitian ini 

berfokus pada implementasi hukum adat sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan melalui 

studi etnografis di kawasan hutan adat. Pendekatan ini diharapkan dapat mengungkap keefektifan, 

tantangan, dan potensi hukum adat dalam mengatasi konflik lingkungan di Indonesia. 

Hukum adat dapat didefinisikan sebagai sistem norma dan aturan yang berkembang secara alami dalam 

suatu komunitas adat, berdasarkan kearifan lokal dan tradisi turun-temurun (Prayogi & Danial, 2016; 

Satino et al., 2024). Sistem ini biasanya tidak tertulis tetapi sangat dihormati oleh komunitas adat, 

mengatur hubungan antarindividu serta antara manusia dan lingkungan. Dalam konteks penyelesaian 

sengketa, hukum adat menekankan nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan restoratif, dan harmoni 

sosial (Kurniawan et al., 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki 

fleksibilitas untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekologis (Cintya Lauren, 2023). Dalam 

perspektif global, hukum adat seringkali dipandang sebagai mekanisme penting untuk melindungi hak-

hak masyarakat adat dan sumber daya alam, sebagaimana diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-

Hak Masyarakat Adat (2007). Studi oleh (Fitria et al., 2025) menyoroti bahwa hukum adat tidak hanya 

berfungsi sebagai aturan sosial tetapi juga sebagai alat untuk pengelolaan sumber daya berbasis 

komunitas. 
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Hutan adat memainkan peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keseimbangan 

ekosistem global (Arfa et al., 2024; Prasetyo & Nugraheni, 2024). Penelitian (Garay, 2024; Osborne et 

al., 2024) menunjukkan bahwa kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat adat cenderung memiliki 

tingkat deforestasi lebih rendah dibandingkan dengan kawasan yang dikelola secara konvensional. 

Dalam konteks Indonesia, hutan adat seperti yang terdapat di Kalimantan dan Papua merupakan rumah 

bagi berbagai spesies flora dan fauna endemik yang terancam punah (Saputri, 2023; Zentra, 2024). 

Namun, tekanan dari industri ekstraktif dan perubahan tata guna lahan sering kali menyebabkan konflik 

antara masyarakat adat dan pihak luar. Studi oleh (Zentra, 2024) menunjukkan bahwa pengakuan hak 

atas hutan adat dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi konflik dan meningkatkan pelestarian 

lingkungan. 

Dalam konteks sengketa lingkungan, hukum adat telah terbukti menjadi mekanisme yang efektif untuk 

menyelesaikan konflik secara damai (Gunawan, n.d.; Nurdin et al., 2017). Mekanisme ini mencakup 

pendekatan mediasi, musyawarah, dan pemulihan hubungan sosial melalui ritual adat. Studi oleh (Fu et 

al., 2024) menunjukkan bahwa hukum adat tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga 

berkontribusi pada pemulihan ekosistem. Misalnya, dalam kasus sengketa lahan di Sumatra, hukum adat 

digunakan untuk mengembalikan fungsi hutan melalui penanaman kembali pohon dan larangan 

sementara terhadap aktivitas ekstraktif. Hukum adat juga dapat berfungsi sebagai jembatan antara 

masyarakat adat dan pihak pemerintah, meskipun implementasinya sering terkendala oleh kurangnya 

pengakuan hukum formal. 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum adat adalah kurangnya pengakuan kelembagaan 

oleh pemerintah Indonesia (Fiqri et al., 2024). Meski Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan telah mengakui keberadaan hutan adat, pelaksanaannya masih terbatas. Studi oleh (Anastasia 

et al., 2024; Sosial et al., 2024) mengungkapkan bahwa tumpang tindih antara hukum adat dan hukum 

nasional sering kali menciptakan konflik baru, terutama dalam hal kepemilikan dan pengelolaan lahan. 

Dalam beberapa kasus, masyarakat adat mengalami kriminalisasi karena menjalankan hukum adat 

mereka. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi hukum yang mendukung pengakuan dan 

pemberdayaan masyarakat adat sebagai penjaga lingkungan. 

Globalisasi dan modernisasi telah membawa dampak besar pada sistem hukum adat (Yeganeh, 2024). 

Tekanan ekonomi global, seperti permintaan akan komoditas kelapa sawit dan tambang, sering kali 

mengancam keberlanjutan hukum adat di kawasan hutan adat. Studi oleh Colchester (2011) 

menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering mengabaikan hak masyarakat adat dan 

memaksakan kontrak yang merugikan komunitas lokal. Namun, hukum adat memiliki kemampuan 

untuk beradaptasi dengan kondisi baru jika diberikan ruang untuk berkembang. Misalnya, beberapa 

komunitas adat di Kalimantan telah mengadopsi teknologi modern untuk mendokumentasikan klaim 

tanah mereka, yang kemudian digunakan dalam negosiasi dengan pihak luar. 
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Pengalaman dari negara lain menunjukkan bahwa hukum adat dapat menjadi alat yang efektif untuk 

pelestarian lingkungan dan penyelesaian sengketa. Di Brasil, masyarakat adat Amazon menggunakan 

hukum adat untuk melindungi hutan mereka dari deforestasi ilegal (Engstrom & Perez, 2024; Yeganeh, 

2024). Sementara itu, di Kanada, masyarakat adat First Nations telah berhasil mendapatkan pengakuan 

atas hak-hak mereka melalui mekanisme hukum adat yang diintegrasikan ke dalam hukum nasional 

(Mangako, 2024). Studi oleh (Cassotta & Goodsite, 2024) menunjukkan bahwa pengakuan hukum adat 

di tingkat internasional dapat meningkatkan keadilan lingkungan dan keberlanjutan. Pembelajaran dari 

kasus internasional ini dapat memberikan wawasan bagi Indonesia dalam memperkuat peran hukum 

adat. 

Pengakuan hukum adat sering kali dikaitkan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia (Strating et 

al., 2024). Hak atas tanah dan sumber daya alam merupakan hak fundamental bagi masyarakat adat, 

sebagaimana diakui oleh Konvensi ILO No. 169. Di Indonesia, pelanggaran hak-hak ini sering kali 

terjadi dalam konteks konflik lahan dan eksploitasi sumber daya alam. Studi oleh (Alhayyan et al., 2024; 

Syaroni & Widyaningrum, 2024) menyoroti pentingnya pendekatan berbasis hak dalam penyelesaian 

sengketa lingkungan. Dengan demikian, pengakuan hukum adat tidak hanya relevan dalam konteks 

lingkungan tetapi juga dalam mendukung keadilan sosial dan hak asasi manusia. 

Meskipun banyak penelitian telah mengulas efektivitas hukum adat dalam pengelolaan lingkungan, 

masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai bagaimana hukum adat dapat diintegrasikan 

dengan sistem hukum nasional secara harmonis. Sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada 

studi kasus lokal tanpa membahas kerangka kerja yang lebih luas untuk integrasi hukum. Selain itu, 

penelitian tentang dampak hukum adat terhadap keadilan lingkungan sering kali terbatas pada analisis 

deskriptif, tanpa mempertimbangkan dimensi dinamika kekuasaan dan politik yang terlibat. Hal ini 

meninggalkan ruang untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hukum adat dapat memainkan 

peran strategis dalam reformasi hukum lingkungan di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk mengisi 

kesenjangan tersebut dengan mengadopsi pendekatan etnografis yang mendalam. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi hukum adat dalam penyelesaian sengketa 

lingkungan di kawasan hutan adat. Secara khusus, penelitian ini ingin mengidentifikasi mekanisme 

hukum adat yang digunakan dalam penyelesaian sengketa, mengkaji tantangan yang dihadapi 

masyarakat adat dalam pelaksanaannya, dan menganalisis potensi integrasi hukum adat dengan 

kerangka hukum nasional. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang 

berbasis bukti untuk mendukung pengakuan dan penguatan peran hukum adat dalam pelestarian 

lingkungan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam tiga aspek utama. Pertama, secara teoretis, 

penelitian ini memperkaya literatur tentang hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan dengan 

pendekatan etnografis yang mendalam. Kedua, secara praktis, penelitian ini memberikan wawasan bagi 

pembuat kebijakan mengenai pentingnya pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, 
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khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa lingkungan. Ketiga, penelitian ini memberikan 

kontribusi sosial dengan memberdayakan masyarakat adat melalui dokumentasi dan analisis praktik 

hukum adat mereka, sehingga dapat digunakan sebagai alat advokasi untuk memperkuat hak-hak mereka 

di tingkat nasional dan internasional. 

II. METHODOLOGY 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode etnografis. Pendekatan ini dipilih 

untuk menggali secara mendalam praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan di 

kawasan hutan adat. Etnografi memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan 

hukum dari sudut pandang masyarakat adat. Dengan fokus pada pengalaman dan perspektif masyarakat 

adat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik mengenai peran hukum adat dalam 

pengelolaan konflik lingkungan. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di kawasan hutan adat yang terletak di Kalimantan dan Sumatra. Lokasi ini dipilih 

karena memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi dan sering menjadi titik konflik antara 

masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Selain itu, kawasan ini juga memiliki tradisi 

hukum adat yang kuat dan telah digunakan dalam berbagai kasus penyelesaian sengketa lingkungan. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari tiga kelompok utama: (1) tokoh adat yang memiliki otoritas dalam 

penerapan hukum adat, (2) anggota komunitas adat yang terlibat langsung dalam konflik lingkungan, 

dan (3) pihak eksternal seperti pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang terlibat dalam sengketa. 

Pemilihan subjek dilakukan secara purposif untuk memastikan keberagaman perspektif dalam 

penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga pendekatan utama, yaitu wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan 

melibatkan tokoh adat, anggota komunitas, dan pihak eksternal untuk menggali informasi tentang 

praktik hukum adat dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Pendekatan wawancara ini dirancang 

menggunakan pedoman semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam eksplorasi topik 

sehingga dapat menyesuaikan dengan konteks dan perspektif masing-masing informan.  

Observasi partisipatif juga dilakukan untuk memahami secara langsung dinamika sosial dan penerapan 

hukum adat dalam konteks nyata. Peneliti secara aktif terlibat dalam berbagai aktivitas masyarakat adat, 

seperti upacara adat, proses mediasi sengketa, dan praktik pengelolaan hutan. Partisipasi langsung ini 
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memberikan wawasan mendalam mengenai interaksi sosial dan budaya yang mendasari penerapan 

hukum adat. 

Selain itu, dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk data yang diperoleh dari wawancara dan 

observasi. Dokumentasi ini mencakup berbagai sumber seperti dokumen resmi, catatan adat, dan arsip 

lokal yang relevan dengan praktik hukum adat dan penyelesaian sengketa lingkungan. Analisis terhadap 

dokumen-dokumen tersebut memberikan gambaran historis dan kontekstual yang mendukung 

pemahaman lebih komprehensif mengenai penerapan hukum adat. 

E. Teknik Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan analisis tematik yang dilakukan secara 

sistematis untuk menggali pola dan hubungan yang mendalam dari data. Langkah pertama adalah 

transkripsi dan koding, di mana semua data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi ditranskripsi 

secara menyeluruh dan diberi kode berdasarkan tema-tema yang relevan. Setelah itu, tema-tema yang 

muncul dari proses koding dikelompokkan untuk mengidentifikasi pola utama serta hubungan antar 

tema yang dapat memberikan wawasan yang signifikan. 

Selanjutnya, dilakukan triangulasi data sebagai langkah validasi dengan membandingkan temuan dari 

berbagai sumber data untuk memastikan akurasi dan konsistensi informasi. Proses triangulasi ini penting 

untuk meminimalkan bias dan meningkatkan keandalan hasil penelitian. Langkah terakhir adalah 

interpretasi data, di mana temuan yang telah dianalisis dihubungkan dengan kerangka teori hukum adat 

dan penyelesaian sengketa lingkungan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan 

kontekstual. 

F. Validitas dan Reabilitas Data  

Penelitian ini memastikan validitas dan reliabilitas data melalui teknik triangulasi, member-checking, 

dan audit trail. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai metode pengumpulan. 

Member-checking melibatkan subjek penelitian untuk memastikan interpretasi data yang dilakukan oleh 

peneliti sesuai dengan realitas mereka. Audit trail mencatat setiap langkah proses penelitian untuk 

memastikan transparansi dan dapat ditelusuri. 

G. Etika Penelitian 

Penelitian ini mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk mendapatkan izin dari otoritas adat 

dan pihak terkait sebelum melakukan penelitian. Informasi yang diberikan oleh subjek penelitian dijaga 

kerahasiaannya, dan partisipasi mereka dilakukan secara sukarela setelah memberikan persetujuan 

tertulis. 

III. RESULT AND DUSCUSSION 

Result 

A. Kasus Sengketa Lingkungan 
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus sengketa lingkungan di kawasan hutan adat memiliki 

karakteristik yang kompleks, melibatkan berbagai aktor seperti masyarakat adat, pemerintah, dan 

perusahaan swasta. Sebagai contoh, di salah satu lokasi penelitian, ditemukan bahwa sengketa tanah 

adat terjadi akibat perbedaan klaim antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Sengketa ini 

memunculkan konflik yang berkepanjangan, namun sebagian besar dapat diredam melalui mekanisme 

hukum adat yang berfokus pada musyawarah dan keadilan restoratif. Untuk memberikan gambaran lebih 

detail mengenai kasus ini, Tabel 1 menyajikan data mengenai aktor yang terlibat, jenis sengketa, dan 

mekanisme penyelesaian yang digunakan. 

Tabel 1. Karakteristik Kasus Sengketa Lingkungan di Kawasan Hutan Adat 

No Aktor yang terlibat Jenis Sengketa Mekanisme 

Penyelesaian 

1 Masyarakat Adat, Perusahaan Tambang Sengketa Tanah Musyawarah adat 

2 Masyarakjat Adat, Pemerintah Daerah Hak pengelolaan hutan Mediasi dengan tokoh 

adat 

3 Masyarakat Adat, Investor Asing  Konflik perubahan 

lahan 

Arbitrase tradisional 

B. Efektivitas Mekanisme Hukum Adat 

Penelitian ini juga mengidentifikasi efektivitas mekanisme hukum adat dalam menyelesaikan sengketa 

lingkungan. Mekanisme ini terbukti berhasil dalam mengurangi eskalasi konflik, dengan tingkat 

keberhasilan yang tinggi di berbagai kasus. Gambar 1 menampilkan distribusi hasil penyelesaian 

sengketa menggunakan hukum adat di beberapa lokasi penelitian. Data ini menunjukkan bahwa 75% 

sengketa berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat, sementara sisanya memerlukan intervensi 

pihak eksternal. 
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Gambar 1. Distribusi Hasil Penyelesaian Sengketa Menggunakan Hukum Adat 

C. Kendala dalam Implementasi Hukum Adat 

Meskipun hukum adat memiliki keunggulan dalam konteks lokal, terdapat sejumlah kendala yang 

dihadapi dalam implementasinya. Kendala utama meliputi minimnya pengakuan hukum oleh 

pemerintah, tekanan ekonomi global, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Tabel 2 merangkum 

kendala-kendala utama yang ditemukan di lapangan. 

Tabel 2. Kendala Implementasi Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

No Kendala Penjelasan 

1 Minimnya pengakuan 

hukum  

Hukum adat sering kali tidak diakui secara formal oleh 

pemerintah 

2 Tekana ekonomi global Akjtivitas ekonomi global seperti tambang dan kelapa sawit 

mengancam keberlanjutan hukum adat 

3 Kurangnya infrastruktur Infrastruktur hukum seperti dokumentasi dan pelatihan adat belum 

memadai 

D. Perspektif Masyarakat Adat 
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Hasil wawancara dengan masyarakat adat menunjukkan bahwa mereka merasa hukum adat lebih adil 

dan sesuai dengan nilai-nilai lokal dibandingkan dengan mekanisme hukum formal. Sebagai ilustrasi, 

Gambar 2 menyajikan hasil survei terhadap masyarakat adat mengenai persepsi mereka terhadap hukum 

adat. 

 

Gambar 2. Persepsi Masyarakat Adat terhadap Hukum Adat 

Hasil survei menunjukkan bahwa 80% responden merasa sangat puas dengan mekanisme hukum adat, 

15% merasa puas, sementara hanya 5% yang bersikap netral. Tidak ada responden yang merasa tidak 

puas dengan hukum adat. 

Discussion 

Efektivitas Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam 

menyelesaikan sengketa lingkungan. Sebanyak 75% sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah 

adat, sebuah mekanisme yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Musyawarah adat 

mengedepankan dialog antar pihak yang bertikai, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang 

memuaskan semua pihak. Mekanisme ini mencerminkan nilai-nilai kolektivitas dan solidaritas yang 

kuat dalam masyarakat adat. Temuan ini mendukung penelitian (Fu et al., 2024), yang menyatakan 

bahwa hukum adat memiliki kemampuan untuk meredam konflik sekaligus memulihkan hubungan 

sosial. Namun, hasil ini juga berbeda dengan penelitian (Anastasia et al., 2024; Sosial et al., 2024), yang 

menemukan bahwa efektivitas hukum adat sering kali terhambat oleh minimnya dukungan pemerintah 
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formal. Selain itu, hasil ini menyoroti pentingnya peran tokoh adat sebagai mediator yang dihormati, 

yang sering kali menjadi penentu keberhasilan proses penyelesaian sengketa. 

Kendala dalam Implementasi Hukum Adat 

Kendala yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti kurangnya pengakuan formal oleh pemerintah dan 

tekanan ekonomi global, mencerminkan apa yang telah diidentifikasi dalam literatur sebelumnya. 

(Yeganeh, 2024)mencatat bahwa modernisasi sering kali mengancam keberlanjutan sistem hukum adat, 

terutama di kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam konteks Indonesia, tekanan dari industri 

ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit menjadi tantangan besar bagi masyarakat 

adat. Namun, penelitian ini memperluas diskusi dengan menunjukkan bahwa dukungan infrastruktur, 

seperti dokumentasi adat, juga menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum adat. Dokumentasi 

yang lemah sering kali menyebabkan masyarakat adat kesulitan membuktikan klaim mereka atas tanah 

atau sumber daya tertentu, yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak-pihak eksternal untuk melakukan 

eksploitasi. 

Perspektif Masyarakat Adat terhadap Hukum Adat 

Survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat adat merasa puas dengan hukum adat. Sebanyak 80% 

responden menganggap bahwa hukum adat memberikan rasa keadilan yang lebih baik dibandingkan 

dengan hukum formal. Hal ini konsisten dengan studi oleh (Mangako, 2024), yang mengungkapkan 

bahwa hukum adat sering kali lebih sesuai dengan nilai-nilai komunitas lokal dibandingkan dengan 

hukum formal. Namun, beberapa responden yang bersikap netral menyoroti perlunya integrasi yang 

lebih baik antara hukum adat dan hukum formal. Temuan ini menambah pemahaman dari penelitian 

(Cintya Lauren, 2023), yang menyatakan bahwa fleksibilitas hukum adat adalah salah satu kekuatannya, 

tetapi juga menjadi tantangan ketika dihadapkan pada kerangka hukum yang lebih besar. Beberapa 

masyarakat juga mengusulkan agar hukum adat didukung oleh perangkat teknologi untuk meningkatkan 

dokumentasi dan transparansi. 

Perbandingan dengan Studi Internasional 

Temuan ini juga memiliki kesamaan dengan kasus internasional. Misalnya, di Brasil, hukum adat 

digunakan untuk melindungi hak atas tanah dan sumber daya alam di kawasan Amazon (Engstrom & 

Perez, 2024; Yeganeh, 2024). Penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan formal hukum adat di 

tingkat nasional meningkatkan efektivitasnya dalam mengelola konflik. Di Kanada, masyarakat adat 

First Nations mendapatkan hasil yang lebih baik melalui integrasi hukum adat dengan hukum formal 

(Cassotta & Goodsite, 2024; Wartini, 2024). Sementara itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa di 

Indonesia, keterbatasan dalam kerangka hukum nasional sering kali menghambat efektivitas hukum 

adat. Sebagai perbandingan, di negara-negara seperti Selandia Baru, pengakuan terhadap hak-hak 

masyarakat adat telah memberikan dasar yang kuat untuk penerapan hukum adat di tingkat nasional. 

Temuan penelitian ini mendukung pendekatan integrasi, tetapi juga menyoroti pentingnya 
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mempertahankan otonomi hukum adat dalam konteks lokal, agar nilai-nilai budaya yang mendasarinya 

tetap terjaga. 

Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Pertama, cakupan lokasi 

penelitian yang terbatas hanya pada beberapa kawasan hutan adat di Kalimantan dan Sumatra mungkin 

tidak sepenuhnya merepresentasikan keberagaman praktik hukum adat di Indonesia. Kedua, penelitian 

ini sebagian besar bergantung pada data kualitatif, yang meskipun kaya akan detail, memiliki 

keterbatasan dalam generalisasi temuan. Selain itu, keterbatasan akses terhadap dokumen resmi dan 

arsip lokal juga menjadi tantangan, terutama untuk memperoleh bukti historis yang lebih mendalam. 

Kendala bahasa dan interpretasi dalam wawancara juga menjadi faktor yang memengaruhi analisis data. 

Rekomendasi untuk Penelitian Masa Depan 

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian masa depan disarankan untuk memperluas cakupan 

geografis agar dapat mencakup kawasan hutan adat di wilayah lain, seperti Papua atau Nusa Tenggara. 

Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk melengkapi data kualitatif dan memberikan gambaran 

yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas hukum adat. Penelitian juga dapat difokuskan pada analisis 

peran pemerintah dalam mendukung pengakuan formal terhadap hukum adat, serta dampaknya terhadap 

keberlanjutan lingkungan. Selain itu, eksplorasi mengenai penggunaan teknologi, seperti GIS 

(Geographic Information System) dan blockchain, untuk mendokumentasikan dan melindungi klaim 

masyarakat adat atas tanah dapat menjadi area penelitian yang menjanjikan. 

IV. CONCLUSION  

Penelitian ini menyoroti pentingnya hukum adat sebagai mekanisme efektif dalam penyelesaian 

sengketa lingkungan di kawasan hutan adat. Hukum adat, dengan pendekatannya yang berbasis 

musyawarah dan keadilan restoratif, terbukti mampu meredam konflik sekaligus memulihkan hubungan 

sosial. Namun, keberhasilan ini tidak lepas dari berbagai kendala, seperti kurangnya pengakuan formal 

dan tekanan ekonomi global, yang membutuhkan perhatian lebih dari pihak pemerintah. Perspektif 

masyarakat adat yang menunjukkan kepuasan terhadap hukum adat memberikan landasan kuat untuk 

penguatan sistem ini. Temuan ini sejalan dengan studi-studi internasional yang menunjukkan 

pentingnya pengakuan formal dan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum nasional, dengan 

tetap mempertahankan otonomi lokalnya. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam 

memahami peran hukum adat, namun memerlukan kajian lebih lanjut untuk mencakup aspek-aspek 

yang lebih luas, termasuk inovasi teknologi untuk mendukung keberlanjutannya di masa depan. 
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